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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN 

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan 

pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran 

tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara, beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan 

Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu 

diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan 
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Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2017 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 267); 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382); 
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8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri 

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1861); 

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan 

Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 912); 

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1728); 

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional 

Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);  

12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Badan Pertimbangan Kepegawaian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1732); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN 

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, 

Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 330) 

diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1, ditambahkan 1 (satu) angka yakni 

angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara 

yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai 

Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara, termasuk 

Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara. 

2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai berdasarkan kelas jabatan yang 

dibayarkan sesuai capaian kinerja. 

3. Kelas Jabatan adalah penentuan dan 

pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai 

suatu jabatan. 

4. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt.  

adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan 

tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan 

tetap.  

5. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. 

adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan 

tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan 

sementara.  

6. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang 

diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 

7. Cuti Melahirkan adalah  keadaan tidak masuk kerja  

yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu bagi  

Pegawai wanita yang melahirkan anak pertama 

sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat 

menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

8. Cuti Sakit adalah keadaan tidak masuk kerja yang 

diizinkan karena alasan kesehatan yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dokter. 

9. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang         

tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang 

sah. 
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